BAB 11
LANDASAN TEORI PEMBIAYAAN EKSPOR IMPOR MELALUI
LETTER OF CREDIT (L/C) DALAM HUKUM ISLAM

A. Waka>lah
1. Pengertian
Waka>lah atau wika>lah berarti penyerahan, pendelegasian atau
pemberian mandat.' Jadi menurut istilah waka>lah adalah penyerahan dari
seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu.’Dalam hal ini pihak
kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa wewenang yang diberikan
oleh pihak pertama, namun apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai
yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab sepenuhnya
menjadi tanggung jawab pihak pertama (pemberi kuasa).
2. Dasar Hukum Waka>lah
Dasar hukum Waka>lah adalah firman Allah Swt:
) Wbl (e USR5 albl (e LSS 155008 Logln (3185 283
e Uade (8 alll ) Lagdly AT (30751 Bllia] 1y )
Artinya : “maka surulah salah seorang diantara kamu pergi ke kota
dengan membawa uang perakmu ini”(Al-Kahfi:19)’

Dan pada surat an-Nisa>": 35

! Syafi’l Antonio, Bank Syariah dalam Teori ke Paraktik, h. 120
2 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, h. 231
* Depag RI, 4l-Qur’an dan Terjemahannya, h. 445
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45 a0l G AT (el (oA 58 Uiy &y (al 8
Artinya : “maka kirimlah seorang utusan dari keluarga laki-laki dan
hakam dari keluarga wanita”(An-Nisa>’: 35)*

3. Rukun dan Syarat Waka>lah’
1. Jjab dan gabul atau shigat, yaitu lafadz yang digunakan untuk mewakilkan
sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.
2. Muwakkil (yang mewakilkan), syaratnya :

a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan.

b. Mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam
hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima
hibah (hadiah) atau sedekah.

3. Wakil (yang mewakili), syaratnya :
a. Tidak cacat hukum.
b. Mampu mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
c. Merupakan orang yang diberi amanat.
4. Hal-hal yang diwakilkan, syaratnya :
a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
b. Tidak bertentangan dengan syari’ah Islam.
c. Dapat diwakilkan menurut syari’ah Islam.

4. Waka>lah dalam Perbankan

* Ibid. h. 123
> Hendi Suhendi, Figh Muamalah h. 234-235
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Waka>lah dalam aplikasi perbankan terjadi apabial nasabah
memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan
pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan Letter of Credit (L/C). Apabila
dana nasabah ternyat atidak cukup, maka penyelesaian Letter of Credit
(L/C) dapat dilakukan dengan pembiayaan mura>bahah, salam, ijarah,
mudharabah atau musya>rakah. Dan pemberian kuasa tersebut dapat
berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah
dan Bank.

System penjualan yang berupa Letter of Credit yang berupa
Waka>lah tidak pernah ditemukan tentang dasar hukumnya tetapi
berdasarkan hal-hal yang terkait dengan hubungan antar manusia
(muamalah) dalam bentuk tolong menolong dalam melancarkanberbagai

aktivitas manusia adalah diperbolehkan. °

Tabel 2.1
Skema Waka>Ilah

Kontak + fee
Nasabah/
Muwakil
% Helmi Karim, Figh Muamalah, h) - Agency
- Administrasion
S
- Co Arranger Wakil
Taukil I

Inestor/
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B. Pembiayaan Musya>rakah
1. Pengertian
Istilah lain dari musya>rakah adalah sharikah atau syirkah. Sedangkan
menurut istilah, yang dimaksud dengan syirkah, para fugaha>’ berbeda
pendapat sebagai berikut:
1. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah adalah Akad
antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.’
2. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud syirkah
adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan
cara yang masyhur (diketahui).®
3. Menurut M. Syafi’i Anwar, yang dimaksud syirkah adalah perjanjian
kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan

modalnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang.

7 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, h. 125
¥ Ibid., h. 126
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Risiko rugi atau laba dibagi secara berimbang dengan penyertaannya
(modal).’

4.  Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud syirkah
adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.'’

5. Menurut Imam Taqgiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang
dimaksud syirkah adalah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang
satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui."!

6. Menurut ulama Malikiyah, Syirkah adalah izin untuk mendayagunakan
(tas}arruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh
keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya
untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing
menmiliki hak untuk bertas}arruf.'

7.  Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, syirkah adalah hak bertindak
hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.'

8. Menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah akad yang dilakukan oleh
orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.'*

9.  Menurut Hasbi As-S}iddieqy, yang dimaksud syirkah adalah akad yang
berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada

suatu usaha dan membagi keuntungannya.'’

? Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, h. 74
19 Suhendi, Figh, h. 126

" Ibid.

12 Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah, h. 183-184

' Nasrun Haroen, Figh Muamalah, h. 165-166

" Ibid., h. 166
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10. Idris Ahmad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang, yakni
dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam
dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana
keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya
modal masing-masing.'®

Jadi singkatnya musya>rakah adalah akad kerja sama antara dua belah
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak
membrikan kontribusi dana (expertise) dengan kesepakatan bahwa
keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.'’

2. Dasar Hukum Musya>rakah
Dasar hukum musya>rakah terdapat dalam al-Qur’an, diantaranya:
Sh i PP AL WV REI LW

“«“

Artinya : “......... maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ....”" (Q.S.
An-Nisa>": 12).'8

Dalam ayat lain Allah berfirman :

ol Ul (o aglan ail gUalAl) (e 10K 0

S L A0 Bl b L O iAol s 1t
Ul S, DA 45 Ll

Artinya : “....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada
sebahagian yang lain, kecuali orang orang yang beriman dan

15 Suhendi, Figh, h. 126

"% Ibid., 126-127

"7 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, h. 90
'8 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 117
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mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”.
(Q.S. Sya>d: 24).”

Disamping ayat dan surat diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah SAW
yang membolehkan akad syirkah. Dalam sebuah hadis Qudsi diriwayatkan
bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda :*°

05U O A ) A A e, Sk o e

U CRATAA 138 Lalia Wiadal o) Al (K0 5l

(JJ\J).)\ a\j‘)) Cq.gg;:\

Atas dasar al-Qur’an dan al-Hadis di atas para ulam figh menyatakan
bahwa akad Musya>rakah mempunyai landasan yang kuat dalam agama
Islam.

3. Pembebanan Biaya

Para Ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang
dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya ulama
mazhab maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan
transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang tersebut.

Ulama mazhab Syafi’i membolehkan membebankan biaya-biaya yang
secara umum timbul suatu transaksi jual beli. Namun mereka tidak
membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si
penjual. Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung

maupun tak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya—biaya

1 Ibid., h. 733-734
2% Abu Daud, Sunan Adu Daud, Juz 11 h. 189
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itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang
yang dijual.”'

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa tempat mazhab membolehkan
pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Ke
empat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung
yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan
penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal yang berguna.
Keempat mazhab juga membolehkan Pembebanan biaya tidak langsung yang
dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh si
penjual. Mazhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan
mazhab lainnya membolehkan hanya mazhab yang keempat sepakat tidak
membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai
barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Berbeda dengan musya>rakah yang dilakukan berdasarkan akad
wakalah, yaitu bank melakukan pembiayaan pada barang setelah ada pesanan
dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat nasabah untuk membeli barang
yang dipesannya. Dan dalam hal ini pembeli tidak dapat membatalkan
pesanannya, karena bersifat mengikat.

4. Musya>rakah dalam Perbankan®
Bentuk umum dari usaha bagi hasil musya>rakah, yaitu suatu bentuk

transaksi musya>rakah yang dilandasi adanya keinginan para pihak yang

' Ir. Adiwarman Karim, Bank Islam analisis Figh dan Keuangan, h. 114
*2 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 66
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bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara
bersama-sama.

Termasuk dalam golongan musya>rakah adalah bentuk usaha yang
melibatkan dua belah pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama
memdukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang
tidak berwujud.

Secara spesifikasi bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama
dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan
(entrepreneurship), kepadaian (skill), kepemilikan (property), peralatan
(equipment), dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Dengan seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi masing-masing
pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat
fleksibel. Dan biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu
proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai dengan porsi
kontribusi modal.

Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah
proyek selesai nasabah mengembalikan daan tersebut bersama bagi hasil yang
telah disepakati untuk bank.

Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa semua
modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musya>rakah dan dikelola
bersama-sama. Setiap pemilik modal berharap turut serta dalam menentukan

kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal
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dipercaya untuk menjalankan proyek musya>rakah, dan tidak boleh

melakukan tindakan, seperti: >

1.

2.

menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi

menjalankan proyek musya>rakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik
modal lainnya.

setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaannya atau digantikan

pihak lain.
setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila; menarik

diri dari perserikatan meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.

Tabel 2.2
Skema Musya>rakah

Nasabah \ / Bank
A A

Proyek
Usaha

!

| Keuntungan |

|

Bagi hasil dari
keuntungan sesuai
porsi kontribusi
modal

5. Berakhirnya Musya>rakah

3 Ibid. h. 67



25

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut :**

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang
lainnya, sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela
dari kedua belah pihak yang tidak ada kepastian untuk dilaksanakan
apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini
menunjukkan perebutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertas}arruf (keahlian
mengelola harta).

3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih
dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan
terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota
yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka
dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

4. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang
terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang
lainnya.

5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas
harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh
maz}hab Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan
bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh orang

yang bersangkutan.

* Suhendi, Figh, h. 133-134
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6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama
syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta
hingga dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para
pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran harta
yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Apabila
masih ada sisa harta, syirkah dapat berlangsung dengan kekayaan yang
masih ada.

Kemudian para ulama figh juga mengemukakan hal-hal yang
membuat berakhirnya akad syirkah secara khusus, jika dilihat dari bentuk
perserikatan yang dilakukan, adalah sebagai berikut o2
1. Syirkah amwa>I, akad perserikatan ini dinyatakan batal apabila semua

atau sebagian modal perserikatan hilang, karena obyek perserikatan dalam
perserikatan ini adalah harta. Dengan hilangnya harta perserikatan, berarti
perserikatan itu bubar.

2. Syirkah al-mufa>wad}ah, akad perserikatan ini dinyatakan batal apabila
modal masing-masing pihak tidak sama kuantitasnya, karena al-
mufa>wad}ah itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal kerja

maupun keuntungannya dibagi.

* Nasrun Haroen, Figh Muamalah, h. 175



